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Latar Belakang
Untuk menjawab dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi baik internal maupun eksternal terutama mahasiswa program studi manajemen keuangan syari’ah, maka perlu dilakukannya riset dan pembelajaran dalam membuat artikel ilmiah untuk dapat dipublikasikan.
Karya ilmiah mahasiswa-mahasiswi yang dipublikasikan tentu akan bermanfaat baik bagi peningkatan kemampuan mahasiswa-mahasiswi juga untuk program studi yang meraka ambil. Peningkatan kemampuan mahasiswa-mahasiswi ini diperlukan untuk menghadirkan generasi penerus yang mumpuni dan mampu untuk bersaing dalam dunia bisnis dan mampu memajukan ekonomi bangsa.
Dalam kesempatan ini, pembahasan dalam artikel adalah tentang Penerapan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Syari’ah dan akan diulas prinsip etika bisnis Islam dan rintangan yang akan dihadapi dalam menerapkan etika bisnis yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist dalam manajemen keuangan syari’ah.




Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menggambarkan perumusan masalah yang perlu dipahami, antara lain:
1. Apa saja prinsip-prinsip etika bisnis?
2. Apa pentingnya prinsip etika bisnis?
3. Bagaimana penerapan prinsip  etika bisnis dalam manajemen keuangan syari’ah?
4. Apa tantangan untuk menerapan etika bisnis islam dalam manajemen keuangan syari’ah?
Kajian Teori
Menurut (Rezaee, 2009) etika merupakan prinsip moral yang berhubungan dengan tingkah laku yang baik ataupun yang buruk dari pribadi seseorang dan perilaku lain yang dapat mencerminkan standar nilai terhormat. Berbeda dengan (Rivai, Nuruddin, & Arfa, 2012) yang mendefinisikan etika sebagai tindakan kritis yang menjelaskan secara rasional, mengapa suatu hal dapat dinilai baik atau dinilai buruk, sedangkan norma merupakan suatu kebiasaan dan penilaian terhadap prilaku yang baik maupun buruk.
Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah perilaku yang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menentukan suatu tindakan dapat dinilai pantas atau tidaknya.
(Muslich, 2010) mengartikan etika bisnis sebagai sebuah pengetahuan yang membahas tentang cara yang paling efisien dalam pengelolaan dan pengaturan suatu bisnis yang memperhatikan prinsip norma serta moral yang diberlakukan secara menyeluruh dan juga secara ekonomi/sosial serta penetrapan norma dan moral adalah untuk menunjang visi dan misi suatu bisnis. Sedangkan menurut (Chryssides & Kaler, 1993) Etika bisnis adalah etika yang dipergunakan atau dipakai dalam berbisnis.
Berdasarkan pengertian diatas, etika bisnis adalah suatu bentuk pengaplikasian etika, norma dan moral dalam melakukan suatu kegiatan bisnis secara menyeluruh.
	No
	Author (tahun)
	Hasil Riset terdahulu
	Perbedaan dengan artikel ini

	1
	Aris Baidowi (2011)
	Untuk membedakan suatu tindakan dapat dikatan sebagai tindakan yang baik atau buruk merupakan peran dari etika Islam.
	Dasar etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam

	2
	Afrida Putritama (2018)
	Syari’at Islam, fiqih maupun siyasyah merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan etika bisnis yang merupakan tujuan dalam mendirikan perbankan syari’ah untuk kemaslahatan umat.
	Prinsip etika bisnis Islam

	3
	Moch. Endang Djunaeni (2015)
	Etika merupakan cerminan perilaku yang digunakan untuk antar hubungan sesama manusia, menghindari penyimpangan serta digunakan untuk mensejahterakan kehidupan dalam bermasyarakat.
	Dasar-dasar etika bisnis Islam

	4
	Saiful Bahri (2012)
	Segala bentuk operasional maupun transaksi dalam setiap kegiatan lembaga keuangan syari’ah yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits yang keasliannya dijamin dan tidak berubah hingga akhir zaman, tidak memiliki pelanggaran dalam tatanan dasarnya.
	Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

	5
	Sonny Keraf and Robert H. Imam (1998)
	Pengaruh etika bisnis yang dicerminkan oleh perusahaan juga oleh pelayanan yang dilakukan setiap karyawan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan loyalitas setiap konsumen.
	Penerapan etika bisnis Islam dalam lembaga keuangan syariah

	6
	Rifa Atun Nurul Laily (2012)
	Para pelaku pekerja kaki lima dalam menjalankan suatu bisnis harus memiliki perhatian baik dari segi kualitas produk maupun rasa puas dari setiap pelanggan yang membeli barang dagangannya.
	Penerapan etika bisnis Islam






Metode Penulisan
Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan melakukan kajian pustaka (Library Research). Dalam artikel ini, penulis mengkaji hubungan dan pengaruh antar variable dari beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari Google Scholar.
Pembahasan
Dari paparan kajian teori diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan, maka pembahasan artikel Penerapan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Syari’ah dapat dijelaskan secara lebih jelas dari beberapa poin diabawah ini:
1. Prinsip Etika Bisnis
Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, yang tidak lain adalah hubungan antar individu dalam suatu bisnis. Hubungan tersebut dapat mencakup antar karyawan dan karyawan, antar karyawan dan perusahaan, perusahaan dan konsumen, dsb.
Suatu bisnis tidak mungkin bisa berjalan dengan lebih baik jika tidak adanya keharmonisan didalamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya etika disetiap kali menjalankan suatu bisnis. Etika dalam berbisnis akan lebih mudah dilakukan jika setiap individu memahami setiap poin demi poin dari prinsip-prinsip etika dalam suatu bisnis yang harus terapkan. Menurut (Keraf, 1998) prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a. Prinsip Otonomi
Prinsip ini menunjukkan suatu bentuk sikap bertanggungjawab, mandiri dan bebas serta kesadaran terhadap pelaksanaan tindakan dalam mengambil suatu keputusan tanpa adanya paksaan atau murni berdasarkan kemampuan diri sendiri. 
b. Prinsip Kejujuran
Kejujuran dalam menjalankan suatu bisnis adalah sikap dimana harus dimiliki agar bisnis tersebut dapat berhasil dan bertahan. Kejujuran adalah hal mutlak untuk mencapai keberhasilan visi misi suatu usaha yang menyangkut beberapa hal seperti memenuhi syarat perjanjian, penawaran barang atau jasa dan dalam bertindak jujur dalam setiap hubungan kerja disuatu perusahaan.
c. Prinsip Keadilan
Pemenuhan hak yang dimiliki setiap orang dalam menjalankan bisnis harus didasarkan prinsip keadilan agar tidak terdapat suatu ketimpangan dan terkesan membeda-bedakan. Sehingga dapat menciptakan suasana rukun dan tidak terdapat suatu pihak yang memiliki perasaan dirugikan.
d. Prinsip Untuk Saling Memberi Keuntungan
Prinsip untuk saling memberi keuntungan adalah prinsip yang menuntut dalam pengambilan keputusan atau dalam menjalankan bisnis, semua pihak berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga setiap pihak-pihak merasakan keuntungan yang sama.
e. Prinsip Integritas Moral
Prinsip terakhir berkaitan dengan moral semua pihak untuk menjaga nama baik perusahaan atau nama baik semua pihak dalam sebuah perusahaan. Dengan kata lain menuntut dan memberi dorongan kepada setiap pelaku dan perusahaan untuk dapat memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan.
Prinsip etika bisnis diatas tidak hanya untuk dipahami, namun dituntut untuk dipergunakan dalam setiap tindakan terutama saat akan memulai usaha atau bisnis. Bisnis akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tuntutan-tututan bisnis dan hak-hak setiap pihak dapat terpenuhi dan memberikan kepuasan baik perusahaan terlebih konsumen, sehingga bisnis dapat dikategorikan sukses dalam menjalankan visi misinya.
2. Pentingnya Etika Bisnis
Memulai bisnis dan menjalankan bisnis adalah suatu proses yang berbeda, dimana dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan pemahaman lebih terhadap berbagai faktor internal maupun external. Tentunya pemahaman terhadap bisnis dan etika dalam bisnis yang dijalankan merupakan hal mutlak karena berkaitan dengan keberlangsungan bisnis tersebut.
Pemahaman bisnis dan etika bisnis dapat membuat bisnis berlangsung dengan baik sehingga dapat menetapkan keputusan dalam membuat suatu pilihan yang strategis dan untuk dapat memaksimalkan keuntungan dengan biaya minimum. Etika bisnis penting kaitannya dalam suatu perusahaan untuk:
a. Menetapkan suatu keputusan stretegis untuk kepentingan bisnis harus memperhatikan moralitas.
b. Memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat bahwa etika dalam memulai dan menjalankan bisnis tidak dapat dipisahkan.
3. Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Syari’ah
Manajemen keuangan syari’ah merupakan sebuah bentuk cerminan manajerial didalam suatu lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syari’ah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Prinsip tersebut pada dasarnya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, yang dalam penerapannya tidak diperbolehkan melakukan perusakan (Mafsadah), spekulasi/judi (Gharar) dan riba dalam lembaga keuangan syari’ah  dan segala transaksi yang terdapat didalamnya.
Dengan jelas manajemen keuangan syari’ah merupakan pembeda  dari manajemen keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam transaksinya didunia bisnis, sementara manajemen keuangan syari’ah menerapkan sistem bagi hasil. Bunga dalam pandangan sebagian besar umat islam merupakan sebuah bentuk praktek riba yang sudah jelas keharamannya sebagaimana dalam QS Al-Baqarah:275 yang artinya “...Padahal Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba...”.
Praktik yang dijalankan didalam lembaga keuangan konvensional  dimana menggunakan bunga dari pandangan sistem syari’ah merupakan sebuah bentuk ekonomi yang dijalankan tanpa adanya etika, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah:279 yang artinya “Maka Jika Kamu Tidak Mengerjakan (Meninggalkan Sisa Riba), Maka Ketahuilah Bahwa Allah dan Rasul-Nya Akan Memerangimu. Dan Jika Kamu Bertaubat (Dari Pengambilan Riba), Maka Bagimu Pokok Hartamu; Kamu Tidak Menganiaya dan Tidak (Pula) Dianiaya”.
Dari penggalan ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya riba dalam bentuk apapun merupakan bentuk penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam etika bisnis islam perolehan laba tidak boleh berlebihan, tidak boleh menjerumus pada eksploitasi, mengganggu pasar, segala macam bentuk kejahatan dan harus sesuai dengan hukum nasional juga syari’ah sehingga masyarakat tidak dirugikan. Beberapa praktek penerapan etika bisnis manajemen keuangan syari’ah dalam lembaga keuangan syari’ah adalah sebagai berikut:
a. Perbankan Syari’ah
Perbankan Syari’ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan fasilitasi kepada para nasabahnya, memberikan pinjaman dan pemberian jasa-jasa lain dalam setiap transaksi pembayaran serta mengedarkan uang yang setiap dalam setiap operasional dan transaksinya menyesuaikan dengan prinsip syari’ah dalam Islam (Umam, 2009). Sehingga dapat diartikan bahwa perbankan syari’ah merupakan aktivitas perbankan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengedaran dana yang operasionalnya didasarkan kepada Al-Qur’an dan Hadits, yang mengimplementasikan perilaku etis didalam menjalankan bisnis dan kehidupan.
Etika perbankan syari’ah dalam menempatkan nasabahnya lebih kepada mitra atau partnership, dimana bank adalah sebagai pihak yang mempunyai/memiliki dana atau disebut sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai pihak yang menerima/mengelola dana atau disebut sebagai mudharib. Hubungan seperti ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang sangat erat dikarenakan peran dari shahibul mal sebagai mitra adalah memberi pengawasan dan saran, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh mudharib juga akan dirasakan oleh bank syari’ah dari sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal terjadinya akad.
Penerapan prinsip etika bisnis diatas merupakan jawaban dari fatwa yang sudah ditetapkan/dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang kemudian disahkan oleh pemerintah sebagai perundang-undangan, diantaranya adalah seperti dalam UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah yang menyatakan bahwa kegiatan yang berlandaskan prinsip syari’ah adalah suatu kegiatan usaha dimana tidak melibatkan unsur-unsur sebagaimana dibawah ini (Guza, 2008):
1. Riba, yaitu menambahkan pengembalian dalam transaksi pinjam-meminjam.
2. Maisir, yaitu transaksi yang tidak ada kejelasan atau dikaitkan dengan suatu keadaan dimana tidak memiliki suatu bentuk kepastian dan memiliki sifat untung-untungan.
3. Gharar adalah kegiatan transaksi terhadap sesuatu yang tidak memiliki kejelasan, keberadaannya tidak dapat diketahui atau tidak mungkin diserahkan terkecuali diatur dengan menggunakan hukum syari’ah yang lain.
4. Haram adalah kegiatan transaksi terhadap sesuatu yang sudah jelas keharamannya.
5. Zalim adalah kegiatan transaksi yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan bagi pihak lain.
b. Pegadaian Syari’ah
Pegadaian atau Rahn adalah penahanan terhadap barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk tanggungjawab dan jaminan terhadap pinjaman yang diterima oleh peminjam. Selain Ar-Rahn, istilah lain dari gadai dalam Bahasa Arab adalah Al-Habsu yang memiliki arti menahan barang beserta haknya dengan maksud sebagai bentuk pembayaran.
Dalam agama Islam, pegadaian merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas hutang yang dimiliki oleh peminjam apabila pada waktu yang ditentukan tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan hutang, maka barang/sesuatu yang memiliki nilai untuk dijadikan sebagai jaminan/anggunan dapat dijual atau dihargai oleh pemberi pinjaman. Sedangkan pegadaian syari’ah adalah akad pinjam meminjam terhadap barang/sesuatu yang bernilai atau harga, sebagai bentuk jaminan atau komitmen peminjam atas hutang yang diterima oleh peminjam.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pegadaian diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah:283 yang artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
c. Asuransi Syari’ah
Dalam buku (Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2003), Asuransi syari’ah merupakan usaha untuk saling memberi perlindungan dan saling memberi pertolongan dalam bentuk investasi terhadap beberapa orang/pihak dengan menggunakan investasi berupa aset dan/atau tabarru’ yang dapat memberikan sebuah pola timbal hasil guna untuk meminimalkan/menghadapi suatu risiko dengan menggunakan akad (ikatan perjanjian) yang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam.
Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa akad adalah suatu perjanjian yang digunakan didalam asuransi syari’ah merupakan akad saling memberi pertolongan diantara pihak yang pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama antara pemegang polis dengan suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syari’ah dengan mempraktikkan  prinsip Sharing Of Risk yang memiliki arti risiko dari salah satu pihak menjadi beban/risiko yang harus ditanggung oleh setiap pihak pemegang polis.
d. Pasar Modal Syari’ah
Pasar modal syari’ah adalah segala bentuk kegiatan yang terdapat dalam pasar modal yang sejalan dan berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Sehingga suatu perusahaan masuk dalam kategori pasar modal yang berbasis syari’ah apabila produk-pruduknya dan mekanismenya dalam melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syari’ah Islam.
Yang artinya segala bentuk kegiatan transaksi seperti jual-beli saham, reksadana dan sukuk yang dikerjakan sesuai dengan prinsip syari’ah dan sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Penerapan prinsip syari’ah tersebut merupakan suatu bentuk pembeda dengan pasar modal konvensional yang menggunakan spekulasi dalam mendapatkan keuntungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat memainkan harga saham atau harga saham tidak ditentukan oleh kekuatan pasar.

4. Penerapan Prinsip  Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Syari’ah
Perbank syari’ah merupakan perbank modern yang mempraktikkan penerapan etika bisnis dan seluruh kegiatan operasinya sesuai dengan syari’ah berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Dalam menerapkan etika bisnis yang Islam, perbankan syari’ah didukung oleh beberapa lembaga ditingkat nasional dan internasional.
Lembaga tingkat nasional yang mendukung dan mengawasi penerapan etika bisnis Islam adalah Dewan Syari’ah Nasional atau dapat disingkat DSN yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau dapat disingkat MUI melalui SK MUI No. Kep. 754/II/1999 dengan menanggung tugas dan kewenangan antara lain adalah Dewan Syari’ah Nasional berwenang terhadap pemberian atau pencabutan rekomendasi nama yang akan bertugas sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Syari’ah dalam suatu lembaga keuangan syari’ah, menetapkan fatwa terhadap setiap jenis kegiatan keuangan, menetapkan fatwa terhadap produk maupun jasa keuangan syari’ah dan sebagai pengawas terhadap penerapan atas fatwa yang telah ditetapkan.
Selain Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penerapan etika bisnis yang Islami dalam perbankan syari’ah juga didukung oleh beberapa lembaga internasional seperti (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2013) AAOIFI singkatan dari Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, IDB singkatan dari Islamic Development Bank, IIFM singkatan dari International Islamic Financial Market, IFSB singkatan dari Islamic Financial Services Board, GCIBFI singkatan dari General Council of Islamic Bank and Financial Institution, IIRA singkatan dari Islamic International Rating Agency, LMC singkatan dari Liquidity Management Center, dan yang terakhir adalah IICRCA singkatan dari International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration.
Dari beberapa lembaga yang telah disebutkan diatas, AAOIFI adalah lembaga yang dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam menerapkan etika bisnis yang Islami pada perbankan syariah dan beberapa negara termasuk didalamnya Indonesia, mewajibkan standar AAOIFI dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan AAOIFI telah memberikan kontribusi besar dengan diterbitkannya 3 (tiga) standar akuntansi, 5 (lima) standar audit, 6 (enam ) standar tata kelola, 2 (dua) standar kode etik dan 30 (tiga puluh) standar syari’ah yang bertujuan agar dapat menghindari inkonsistensi dan kontradiksi antara 4 mazhab dalam penerapan fatwa dan konsep di perbankan syari’ah diberbagai negara.
Islamic Development Bank (IDB) merupakan lembaga kedua terbesar yang mendukung untuk menerapkan etika bisnis yang Islami dalam setiap kegiatan perbankan yang dibentuk ada tahun 1973 dari sebuah hasil kesepakatan deklarasi konverensi para menteri keuangan yang bertempat di Jeddah sebagai negara muslim. Bentuk dukungan yang ditunjukkan oleh IDB melalui IRTI singkatan dari lembaga penelitian islam dan lembaga pendidikan berupa fasilitas untuk penelitian dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan syari’ah.
Beberapa lembaga tingkat internasional dan nasional diatas menunjukkan bahwa peran serta dalam menerapkan etika bisnis yang Islami dalam dunia perbankan diperlukan untuk menunjang terbentuknya ekonomi yang islami, yang menjunjung terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak, baik itu negara, organisasi maupun perorang. Seperti yang telah disebut diatas, sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap keberlangsungan menerapkan etika bisnis yang Islami melalui Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI yang menetapkan/mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) atas kewajibannya dalam pengawasan untuk menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam setiap kegiatan transaksi perbankan syari’ah. Transaksi-transaksi tersebut antara lain meliputi:
a. Transaksi Mudharabah
b. Transaksi Musyarakah
c. Transaksi Murabahah
d. Transaksi Salam dan Salam paralel
e. Transaksi Istishna’ dan Istishna’ paralel
f. Transaksi Ijarah dan IMBT
g. Transaksi pinjaman Qardh
Proses audit syari’ah ini merupakan mekanisme pengawasan perbankan syariah yang hanya dilakukan oleh tim audit internal perbankan yang bertugas mengawasi setiap transaksi pada perbankan syariah sudah memenuhi prinsip syari’ah dan peraturan Dewan Pengawas Syari’ah. Namun Dewan Pengawas Syari’ah juga dapat memberikan keputusan pada proses audit syari’ah apabila terdapat suatu permasalah atau keraguan pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan prinsip syari’ah dan/atau prinsip etika bisnis Islam atau terdapat perbedaan pendapat antara manajemen perbankan syariah dan tim audit. Ruang lingkup dalam proses audit syari’ah menurut (Akram, 1985) meliputi laporan mengenai:
a. Bahkhs (Menurunnya kualitas produk)
b. Ta’fif (Kerugian pihak lain yang timbul dikarenakan berat dan ukuran produk)
c. Uqud (Perjanjian)
d. Ihtikar (Hording)
e. Khiyanah (Mengelabui atau menggelapkan)
f. Israf (Melebih-lebihkan)
g. Tanajush (Menempatkan seorang penawar palsu agar dapat meningkatkan keuntungan atau meninggikan harga penawaran dalam suatu perlelangan)
h. Spekulasi
5. Tantangan Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Manajemen Keuangan Syari’ah
Perbankan syari’ah merupakan tolak ukur perkembangan terhadap penerapan etika bisnis yang Islami disegala bidang kegiatannya terutama dalam bidang manajemen. Sebagai ujung tombak dalam penerapan etika bisnis Islam, perkembangan perbankan syari’ah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan dan kemampuan perbankan syari’ah dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi dimasa depan.
Pertumbuhan pangsa pasar perbankan syari’ah dapat dinilai cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya market share perbankan syari’ah dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya pembiyaan perbankan syari’ah pada akhir tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 kegiatan ekonomi disebagian besar negara termasuk Indonesia mengalami kelumpuhan dikarenakan pandemi.
Pertumbuhan positif dan ketahanan dalam menghadapi pandemi, menunjukkan dalam menerapkan prinsip etika bisnis yang Islami di perbankan syari’ah dapat menjawab tantangan untuk menghadapi gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Menurut Fauziyah Rizki Yuniarti yang merupakan peneliti Ekonomi Islam INDEF atau singkatan dari Institute for Development of Economics and Finance, perbankan syari’ah lebih kuat dalam menghadapi pandemi daripada perbankan konvensional dikarenakan perbankan syari’ah memiliki porsi relatif lebih kecil terhadap perbankan konvensional, sehingga tidak memberikan dampak terlalu besar pada saat terjadi pandemi.
Walaupun demikian, perkambangan positif perbankan syari’ah sayangnya tidak disertai dengan menerapkan etika bisnis yang Islami dalam mengungkapkan informasi etis perbankan syari’ah yang seharusnya menjadi hal mutlak baik pengungkapan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai perbankan yang seharusnya menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan ketentuan syari’at Islam disetiap kegiatan operasionalnya, pengungkapan informasi etis merupakan identitas perbankan syari’ah dan nilai lebih perbankan syari’ah terhadap perbankan konvensional. Adapun hal-hal yang terkait pengungkapan informasi etis dalam laporan keuangannya antara lain:
a. Kegiatan operasional yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami.
b. Memberi  feedback dengan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami.
c. Mengikuti kegiatan investasi berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami.
d. Berkomitmen untuk ikut dalam kegiatan pendanaan yag berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami.
e. Berkomitmen untuk menepati perjanjian kontraktual dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan melalui “pernyataan kontrak”.
f. Memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat islam.
g. Memberikan apresiasi kepada stakeholder.
Apabila pengungkapan informasi etis perbankan syari’ah terpenuhi, maka standar operasional prosedur dalam menerapkan prinsip etika bisnis yang Islami dalam kegiatan operasionalnya akan memberikan dampak positif seperti meningkatnya kepuasan, komitmen kerjasama dan kepercayaan pihak yang berkepentingan juga akan meningkat.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Penerapan prinsip etika bisnis yang Islami dalam perbankan syari’ah merupakan hal mutlak sebagai identitas perbankan syari’ah untuk menunjukkan eksistensi bahwa perbankan yang menerapkan prinsip syari’ah memiliki daya tahan lebih dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami dengan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, perbankan syari’ah juga perlu berkomitmen menerapkannya dalam pengungkapan informasi etis guna untuk menjawab tantangan-tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam dan memberi kepuasan dan kepercayaan masyarakat
Saran
Penulis menyadari akan keterbatas penelitian ini dikarenakan menggunakan metode library risearch yang bersumber dari Google Scholar. Oleh karena itu, terkait keterbatasan ini, penulis mengharapkan untuk penulis berikutnya dapat melakukan studi empiris sehingga dapat melihat fenomena yang telah terjadi dan tantangan dalam menerapkan etika bisnis yang Islami pada manajemen keuangan syari’ah dengan lebih tepat dan akurat sehingga dapat dikaji secara detail untuk dapat memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.
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